BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR A0 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
TAHUN 2021-2025

ks

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pencapaian target Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2020 - 2024 di bidang penyediaan air minum dan
sanitasi, perlu dilaksanakan perencanaan pembangunan
sektor air minum dan penyehatan lingkungan secara
sistematis dan berkelanjutan;
b. bahwa guna memberikan pedoman dan arah kebijakan
{ pengembangan Kkapasitas daerah dalam pelaksanaan
pembangunan sektor air minum dan penyehatan
lingkungan perlu disusun Rencana Aksi Daerah
Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Tahun 2021-2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Darah
Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Tahun 2021-2025;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak
Guna Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5578);

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang
Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
389);
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Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 233);

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah
Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
127);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2021-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan
Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1462);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 27 /PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan
Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Pengelolaan
Sistem Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014
tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
193);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
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Menetapkan :

P ——

26.

27.

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Agam Tahun 2010-2030, (Lembaran Daerah Kabupaten
Agam Tahun 2011 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Kabupaten
Agam tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
TAHUN 2021-2025.

BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Agam.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
Bupati adalah Bupati Agam.

Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Daerah.

Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman selanjutya disebut Pokja PKP adalah wadah
atau forum yang terdiri dari perangkat daerah dan
lembaga terkait pengembangan perumahan dan kawasan
permukiman yang bertugas melaksanakan koordinasi dan
sinkronisasi  kegiatan perencanaan, pembangunan,
pemanfaatan dan pengendalian pengembangan

perumahan.
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Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan
RAD AMPL adalah dokumen rencana pengembangan
kapasitas daerah dalam penyediaan pelayanan air minum
dan sanitasi untuk periode S (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra adalah Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja adalah Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui
proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang
memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung
diminum.

Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air
minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar
mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan
produktif.

Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat
SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana
penyediaan Air Minum.

Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang
menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan
penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui
proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan
penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan,
perusahaan daerah, dan lembaga.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh

‘"“‘*kal

K‘SUDJS / de,u.'(

-




17

18.

19.

20.

Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan
oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran. dan
tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program,
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut, sebagai masukan (inpuf) untuk
menghasilkan  keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.

Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan
hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang
mempunyai tugas dan wewenang yang saling
berhubungan dengan menghindarkan kesimpangsiuran
dan duplikasi.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi
serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau
akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini
mungkin.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan
realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil

(outcome) terhadap rencana dan standar.

BAB II

PERAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN RAD AMPL
Pasal 2

RAD AMPL berperan sebagai :

a.

Rencana pengembangan Kkapasitas daerah untuk
perluasan program pelayanan AMPL dalam rangka
mendukung percepatan pencapaian target nasional

bidang AMPL; dan

RAD AMPL ini akan menjadi acuan bagi program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
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acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan

program AMPL.

Pasal 3

RAD AMPL mempunyai fungsi sebagai :

a. rencana peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan
sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis
masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan secara

kelembagaan;

b. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air
minum dan sanitasi jangka menengah daerah Tahun
2021-2025;

c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan
berbasis masyarakat ke dalam program/kegiatan
Perangkat Daerah yang menangani bidang AMPL; dan

d. acuan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan
AMPL.

Pasal 4

(1) RAD AMPL berkedudukan sebagai dokumen rujukan
penyusunan program dan kegiatan AMPL tahunan
daerah dan sebagai instrumen pelaksanaan RPJM
Daerah.

(2) RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN RAD AMPL
Pasal 5
Perangkat Daerah melaksanakan Program/kegiatan dalam
RAD AMPL yang diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD,
Renstra, RKPD dan Renja.

Pasal 6

(1) Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL terbuka bagi sumber

endanaan _di luar _anggaran pendapatan dan belanja
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(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Lﬂeual- Badan Seiretan’s

daerah dan anggaran pendapatan dan belanja negara
dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang
disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak

penyandang dana.

Pendanaan yang berasal dari luar anggaran pendapatan
dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan
belanja negara dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah
yang membidangi perencanaan daerah bersama

Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan RAD AMPL.

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan minimal 1 (satu)
kali dalam setahun.

Pemantauan dan evaluasi dikoordinasikan oleh
Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah
bersama Perangkat Daerah terkait dan hasilnya

disampaikan kepada Ketua Pokja PKP.

Ketua Pokja PKP melaporkan hasil pemantauan dan
evaluasi setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati.

Pasal 8

Pelaksanaan RAD AMPL harus memperhatikan hasil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun

sebelumnya.

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan
capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target
pencapaian sasaran akhir pada tahun 2025, maka
perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja

Perangkat Daerah berdasarkan laporan pemantauan dan
evaluasi RAD AMPL.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya  memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 30 Desember 2021
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